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OJK merupakan lembaga yang terpisah dari bank sentral dan mempunyai 

kewenangan dalam mengawasi keuangan di dunia bank ataupun non bank. 

Penelitian ini akan mengkaji kedudukan dan wewenang OJK berdasarkan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dengan pokok bahasan latar 

belakang dialihkannya  kegiatan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia 

kepada OJK, tugas dan wewenang OJK dalam mengawasi perbankan di 

Indonesia, dan struktur kelembagaan OJK. 

Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam 

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data yang diperoleh 

selanjutnya diolah dengan menggunakan editing, kalsifikasi data, dan 

sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil pembahasan dan penelitian menunjukkan bahwa latar belakang peralihan 

kegiatan pengawasan perbankan oleh BI kepada OJK yaitu kelemahan-kelemahan 

BI dalam segi teknis pengawasan perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No.21 

Tahun 2011 OJK mempunyai tugas mengatur dan mengawasi dalam sektor 

perbankan selain itu OJK juga mempunyai wewenang untuk melindungi nasabah 

serta pembelaan hukum dan dapat melakukan hubungan internasional, serta 

kewenangan dalam hal penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 

2011, struktur kelembagaan OJK terdiri dari Dewan Komisioner yang 

beranggotakan 9 orang yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden. 
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